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Palyja dan Aetra. “Perjanjian kerja sama ini
* untuk mengakhiri kontrak, atau pengambi-
lalihan sebagian sebelum kontrak habis di
2023 mendatang. Kami targetkan ini selesai
dalam waktu 1 bulan,” ungkap Bambang
a INDOPOS, Rabu (13/2) =

* Hernowo }(E}‘_)ad

Jangan Setengah-setengah

PAM Jaya Optimistis 25 Persen Pelayanan Meningkat

JAKARTA - Direktur Utama BUMD PAM Jaya Priyatno Bam-
bang Hernowo mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta
_ Anies Baswedan mengambil alih tata kelola air di Jakar-
ta. Pihaknya siap menjalankan keputusan tersebut.
Menurutnya, langkah perdata akan diawali dengan
penyusunan head of agreement atau kesepakatan
sebelum perjanjian antara PAM Jaya dengan

Ia mengatakan, dalam perjan-
jian tersebut akan diakomodasi
bagaimana proses pengambila-
lihannya, seperti apa dan wak-
tu yang dibutuhkan. Ini untuk
mewujudkan pelayanan air
bersih di Jakarta. “Kami ingin
air bersih bisa dirasakan oleh

~warga DKL Jadi ini prinsipnya,”
ucapnya. , i

Ia menargetkan dalam lima

tahun ada peningkatan pela-

yanan air bersih untuk warga
DKI sebsar 25 persen. Karena, |
tambahan cakupan layanan ini |
meliputi tambahan air baku (air

curah) dan jaringan distribusi.
“Ini yang akan kita tambah,”
ungkapnya.

Lebih jauh Bambang menu-
turkan, langkah perdata yang
diambil Pemprov DKI merupa-
kan opsi tidak adanya pemutu-

san kontrak kerja PT Paljya dan

PT Aetra. Hal ini diperkuat oleh

penetapan Mahkamah Agung.

(MA). “Ketika tidak ada bukti
baru, ya putusan PK harus di-
laksanakan,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Arif Maulana yang juga meru-
pakan kuasa hukum Koalisi Ma-

- syarakat Menolak Swastanisasi

Air Jakarta (KMMSAJ) mengata-
kan, sejak awal pihaknya kon-
sisten menuntut pemutusan
kontrak dengan Palyja Aetra.
“Karena, konstitusi Pasal 33
dan putusan MK 2015, tegas air
harus mutlak dikelola negara
melalui PAM untuk kemakmu-
ran rakyat. Langkah Gubernur
untuk menyetop swastanisa-
si air harus didukung karena
memangnya seharusnya de-
mikian dan Gubernur harus
buktikan itu. Gubernur tidak
boleh setengah setengah harus
secepatnya stop swastanisasi,”
ujar Arif pada koran ini, Rabu

(13/2).

Dalam prinsip HAM air, kata

Arif, adalah milik publik dan
tidak boleh dijadikan komodi-
tas. Pemenuhan hak atas air
warga adalah kewajiban nega-
ra. Kewenangan penguasaan
air negara adalah mutlak. Oleh
karena itu pengelolaan air dari
‘hulu sampai dengan hilir (pro-
dulksi, pengelolaan, layanan,
distribusi), harus dilakukan |
oleh negara. “PAM harus diper- |
siapkan untuk melaksanakan |
mandat tersebut,” katanya.
Diungkapkan Arif, sejak awal
pihaknya berpendapat bahwa |
problem pelanggaran hak atas
warga, tidak dapat mengakses

. air karena adanya perjanjian

Menanggapi penolakan Koalisi

Masyarakat Menolak Swastani-

sasi Air Jakarta (KMSSAJ), Bam- |

- bang enggan berkomentar jauh.
Karena, masing-masing pihak

memiliki pendapat yang ber-

beda-beda. “Untuk pengajuan |
ke pengadilan arbitrase mun-

cul karena ada pihak (PAM Jaya
dan mitra) yang salah satunya
dirugikan. Ini bisa diajukan ke

pengadilan arbitrase inetrna- |

~ sional,” katanya. - 8

kerja sama (PKS) antara Pa_lyja !
dan Aetra yang inkonstitusio-

nal, illegal, dan karenanya -

harus batal demi hukum. “Di

zaman Order Baru, perjanjian,
tersebut jelas dibuat secara &i- |
dak adil . Hanya menguntung-|
kan swasta, namun nyata-nyata:
-merugikan rakyat dan kenang-
an negara yang begitu besar,” |
jelasnya. :

Hal ini lanjut Arif, karena ti-
dak boleh lagi dijadikan dasar

hukum apalagi melanjutkan
swastanisasi air yang jelas
dan tegas dilarang konstitusi.
Konstitusional yang harus di-
jadikan pedoman pemerintah.
Karena PKS batal demi hukum,
atau dianggap tidak berkekua-
tan hukum, negara tidak perlu
membayar denda termina-
si berdasar PKS ketika putus
kontrak. '’Ada tidaknya putu-
san MA (PK) terkait gugatan
CLS air penghentian perjanjian
kerja sama, pemerintah mau

_ tidak mau harus menghentikan

swastanisasi air dengan memil-
tuskan PKS. Karena PKS inkon-
stitusional. Negara menguasai
air itu mandat konstitusional
dan putusan MK dalam JR UU
7/2014,” tegasnya. s
Sedangkan Direktur Ekseku-
tif Jakarta Public Service (JBS)
M Syaiful Jihad mengatakan,
berdasarkan keputusan Mah-

-kamah Agung (MA) Nomor

31K/Pdt/2017 telah dengan

‘gamblang menginstruksikan

pengembalian pengelolaan air
dari pihak swasta kepada pe-
merintah.”Kami sangat men-

.dukung langkah Pak Gubernur.

Terlebih, tentu kita ingin ak-
sesibilitas dan pelayanan air

bersih di Jakarta semakin baik,”

ujarnya.

Syaiful menjelaskan, keputu-
san yang diambil tentu sudah
melalui berbagai kajian secara
komprehensif, Terutama, oleh
Tim Tim Evaluasi Tata Kelola
Air Minum yang dibentuk se-
suai Keputusan Gubernur Nomor
1149 Tahun 2018. “Tidak hanya
unsur pemerintah, tim itu kan
juga diisi oleh kalangan profe-
sional lintas bidang, termasuk
pakar hukum,” terangnya.

Svaiful berharap, Pemprov
DKI dapat melakukan lang-
kah-langkah teknis yang te-
pat agar proses pengambilali-
han pengelolaan air di Jakarta
berjalan dengan lancar tanpa

~ mengganggu suplai atau dis-
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